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BUPATI KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 19 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 

TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT1 KARANGASEM, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang efektif, efesien, Uansparan, akuntabel dan 
tepat sasaran dan demi terwuj udnya kesejahteraan 
masyarakat desa, 

b. bahwa Peraturan Bupati Nom or 49 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubaLh 
dengan Peraturan Bupati Nom or 38 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nom or 49 
Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa, sud ah ddak 
sesuai dengan kondisi dan perkembangan hokum seat 
i i  sehingga perlu diubah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, peru 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nom or 49 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nor for 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nor for 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
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Nom or 143, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 6801), 

3. Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 terxtang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nom or 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nom or 
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nor fo r  6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nom or 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
6914); 

4. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 temzmg 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2023 terularng 
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- 
Undang Nom or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nom or 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 6856); 

5. Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2023 t en t ing  
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nom or 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nor for  687 I); 

6. Undang-Undang Nom or 77 Tahun 2024 Len tang 
Kabupaten Karangasern di Provinsi Bali (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nom or 263, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
7014); 

7. Peraturan Pemerintah Nom or 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nom or 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom or 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nom or 1 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nor fo r  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nom or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 632 1), 

8. Peraturan Pemerintah Nom or 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom or 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5558) 
sebagairnana telah diubah beberapa Kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nom or 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nom or 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belzmja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nom or 57, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nor f o r  42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6322), 

10. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nor f o r  80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dal am Negeri Nom or l2o Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Product Hukum 
Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nom or 157); 

1 1. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 61 1), 

12. Peraturan Bupati Nom or 49 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Daerah Kabupaten 
Karangasern Tahun 2018 Nom or 50) sebagaimana Lelah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nor fo r  38 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nom or 49 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Benita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 
Nom or 38), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

w 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nom or 49 Tahun 2018 tenting 
Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2018 Nom or SO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nom or 
38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nom or 49 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Karangasern Tahun 2022 Nom or 38) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 46 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (3) disampaikan Perbekel kepada Camas paling 
lambert 3 (tiger) hart sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Dcsa 
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilengkapi dengan dokumcn 
paling sedikit meliputiz 
a. Surat pengantar, 
b. rancangan peraturan Perbekel mengenai penjabaran APB Desa, 
c. Peraturan Desa rnengenai RKP Desa, 
d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usu 

dan kewenangan lokal berskala Desa; 
e. Peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan, jika 

tersedia, 
f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia, 
g. berta acara basil musyawarah BPD; 
h. berta acara basil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa 

dan BPD; dan 
i. keputusan BPD mengenai persetujuan penetapan rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan 
Desa. 

(3) Camat dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayah 
(1) membentuk tim evaluasi APB Desa yang ditetapkan dengan 
Keputusan Camat. 

(4) Tim evaluasi APB Desa sebagaimana dirnaksud pads ayat (3) terdiri 
dari: 

a. Ketua 

b. Sekretaris 

Camat; 

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau 
pejabat lainnya yang ditunjuk oleh (Jamal, 
dan 

c. Anggota Unsur pemerintah 
Kecamatan terkait. 

Kecamatan dan UPT 

(5) Anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (4) huruf c, 
dap at ditambahkan dari unsur Tenaga Pendamping Pro fesional yang 
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berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang terdiri dari 
Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa atau dengan sebutan 
lain. 

(6) Tim evaluasi APB Desa dalam melakukan evaluasi berpedoman dcngarn 
panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 48 

(1) Tim evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayah 
(4) rnenyusun laporan pelaksanaan evaluasi berdasarkan lembar kaja 
basil perneriksaan sebagai basil evaluasi yang disampaikan kepada 
Camat. 

(2) Dal am pelaksanaan evaluasi terdapat kelengkapan dokumen belum 
terpenuhi sesuai ketentuan maker Camat meminta secara tertulis 
kepada Pemerintah Desa untuk rnelengkapinya dan waktu 
pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokurnen diterima 
secara lengkap. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) selanjutnya 
dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada 
Perbekel paling lama 20 (due puluh) hart kerja terhitung sejak 
diterimanya rancangan dimaksud. 

(4) Dal am hal Camat tidak memberikan basil evaluasi dalam betas waklu 
sebagaimana dimaksud pads ayat (3), rancangan Peraturan Desa 
dimaksud berlaku dengan sendirinya. 

(5) Dal am hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (2) telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , 
kepentingan Unum, dan RKP Desa, selanjutnya Perbekel menetapkan 
menjadi Peraturan Desa. 

(6) Dal am hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (2) tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangmndangan, 
kepentingan umurn, dan RKP Desa, Perbekel bersama BPD melakukan 
penyempumaan paling lama 20 (due puluh) hart kerja terhitung scjak 
diterimanya basil evaluasi. 

(7) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dilakukan 
penyernpurnaan sesuai basil evaluasi, sebagaimana dimaksud pads 
ayat (5) dap at ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati i i  mulai berlaku pads tanggal diundangkan . 
Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraLura11 
Bupati in dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pads tanggal 14 Juli 2025 

BUP RANGASEM, 

GUSTIIPUTU PARWATA 

Diundangkan di Amlapura 
pads tanggal 14 Juli 2025 

SEKRETARIS D KABUPATEN KARANGASEM a 

I KETUT NA MERTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 22 
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